
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV ini menguraikan profil informan yang terdiri dari pakar dan pihak BMT, 

serta hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian akan memberikan jawaban 

atas rumusan penelitian ini. 

A. Evaluasi tingkat kepatuhan laporan keuangan Baitul Mal Wa Tamwil 

terhadap Standar Akuntansi Keuangan Menurut Pakar. 

Pakar yang dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu 5 Dosen dari 3 

Universitas yang berbeda yaitu 2 Dosen UIN Sunan Kalijaga, 1 Dosen UII, dan 2 

Dosen dari UMY yang terdiri dari jurusan akuntansi, ekonomi dan keuangan 

Islam. Informan, lengkap untuk pakar yang dijadikan sebagai informasi bisa 

dilihat pada table dibawah ini. 

Tabel 4.1 

Daftar Informan 

No. Nama Usia 
Pendidikan 

Terakhir 
Dosen 

Dosen 

Jurusan 

Lama 

(Thn) 

1 MGW 35 S2 UIN Ekonomi 11 

2 MYA 42 S2 UIN Keuangan 

Islam 

12 

3 AA 45 S2 UMY Akuntansi 20 

4 RM 34 S2 UII Ilmu 

Ekonomi 

12 

5 ESD 51 S2 UMY Akuntansi 18 

Keterangan : Nama subyek penelitian diatas sengaja dibuat inisial karena pihak yang 

terkait tidak berkenan dicantumkan namanya didalam penelitian ini. 

 



Menurut para pakar ada beberapa pendapat tentang kecenderungan Baitul 

Mal Wa Tamwil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yakni Baitul Mal 

Wa Tamwil merupakan lembaga keuangan yang berbasis syari’ah. BMT 

mempunyai peran yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana non 

profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Selain itu peran BMT lainnya yaitu, 

membantu mengembangkan usaha-usaha produktif guna meningkatkan kualitas 

usaha ekonomi pengusaha kecil. Baitul Mal Wa Tamwil merupakan sebuah 

lembaga keuangan yang sangat sederhana. Dengan sistem yang sederhana 

diharapkan masyarakat dengan mudah melaksanakan kegiatan operasionalnya.  

Pengoperasian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) bisa dikatakan sama 

dengan kegiatan operasional koperasi. Karena dilihat dari segi pendiriannya 

yang berbentuk keanggotaan yang membentuk kesepakatan untuk modal awal 

pendirian BMT. Selain itu, yang hampir mirip dengan koperasi lainnya yaitu 

terdapat berbagai produk yang sifatnya menghimpun dana dan penyaluran dana. 

Kemudian selain kegiatan operasionalnya yang hampir sama dengan koperasi, 

yang menjadi keunikan lain dari BMT ialah produknya yang hampir sama 

dengan lembaga keuangan syari’ah. 

Baitul Mal Wa Tamwil merupakan lembaga keuangan syari’ah yang 

berbadan hukum koperasi. Akan tetapi dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya BMT sendiri menerapkan prinsip syari’ah. Seperti lembaga 

keuangan lainnya, BMT menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian 

menyalurkan kembali dalam bentuk yang halal yang mengacu pada ketentuan 



Al-Quran dan Al-Hadist. Produk pembiayaan maupun simpanan yang 

ditawarkan BMT merupakan berbasis syari’ah. Misalnya, Pembiayaan 

Mudhorobah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah dan lain-lain.  

Pada dasarnya kelembagaan BMT lemah dalam pengawasan. Dengan 

lemahnya pengawasan sehingga tidak adanya aturan yang memikat dari Dinas 

Koperasi. Mereka menjalakan kegiatan operasional maupun pelaporan 

keuangan berdasarkan peraturan regulasi masing-masing BMT. 

Pernyataan informan P1 menyatakan bahwa: 

“Dari sisi kelembagaan BMT lemah dalam pengawasan. Tidak ada 

aturan yang mewajibkan terkait dengan PSAK sebab BMT regulasinya 

lemah. Mereka memanfaatkan lemahnya Dinas koperasi. Terkait dengan 

laporan keuangan maupun kegiatan operasionalnya. Jadi BMT belum 

mematuhi atau tidak mengacu dengan PSAK terkait dengan operasional 

maupun laporan keuangannya.”  

 

Dari pernyataan diatas jelas bahwa BMT dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya belum mematuhi PSAK. Tidak adanya aturan yang 

mengharuskan menggunakan PSAK mungkin itu alasan BMT belum 

menerapkan PSAK dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Apabila 

PSAK diterapkan didalam kinerja operasionalnya maupun pelaporan 

keuangannya ada kecenderungan BMT merasa kesusahan, menganggap tidak 

ada benefit. Dinas koperasi harusnya lebih memonitoring terkait untuk 

mengevaluasi terkait laporan keuangannya. 



 

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh informan P2, yaitu: 

“PSAK hanyalah aturan akuntansinya, syari’ tidaknya itu tergantung 

dari akadnya. Laporan keuangan masih minim menggunakan PSAK. 

Asosiasi pernah menawarkan menstandarkan laporan keuangannya. 

Anggota dikira masih belum perlu. BMT sendiri yang memilih standar 

akuntansinya untuk diterapkan. Belum ada standar yang memaksakan 

terkait dengan operasional BMT. Banyak hal yang saya kaget dengan 

BMT, teman aktivis BMT yang mengtasnamakan syari’ah, tidak terlalu 

paham atau kesulitan dalam menerapkannya.” 

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang berprinsip syari’ah. 

Syari’ah tidaknya suatu transaksi itu tergantung dari akadnya. Akad merupakan 

suatu kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan suatu transaksi 

sampai kedua belah pihak tersebut menemukan titik akhir dari kesepakatan itu. 

Posisi BMT sendiri merupakan diatas koperasi dibawah perbankan. Terkait 

penerapan standar akuntansinya, BMT masih memilih aturannya sendiri. 

Sehingga standar akuntansi yang diterapkan berbeda-beda dalam setiap BMT. 

Untuk menyamakan aturan akuntansinya harusnya dibuat aturan yang tegas. 

Aturan  yang memikat akan membuat BMT dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya maupun pelaporan keuangannya lebih terstandarisasi. Laporan 

keungan yang terstandarisasi akan lebih mudah untuk dinilai oleh pihak internal 

maupun eksternal. Adanya peraturan yang memikat tanpa dilakukan 

pengawasan (monitoring) sama saja kurang efektif. Pihak Dinas Koperasi harus 



melakukan pengawasan dengan ketat sesuai dengan standar yang sudah di 

tetapkan, sehingga BMT dalam menjalankan kegiatan operasionalnya maupun 

pelaporan keuangannya lebih terarah. 

Pernyataan informan P1 dan informan P2 menyatakan bahwa Baitul Mal 

Wa Tamwil merupakan lembaga keuangan syari’ah yang pada dasarnya dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya maupun pelaporan keuangannya belum 

mematuhi PSAK. Pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan informan P3 

dan informan P4. Mereka berpendapat bahwa BMT telah mematuhi PSAK 

syari’ah yaitu 101-111 yang berlaku. 

Pernyataan informan P3 mengatakan bahwa: 

“Posisi Koperasi belum mngeluarkan ketentuan yang secara tegas terkait 

tentang BMT. BMT itu modifikasi antara PSAK koperasi tetapi 

produknya PSAK Syari’ah. Seseuatu yang bisa saling melengkapi. 

Tingkat kepatuhan terhadap PSAK di katakan patuh walaupun 

mengkombinasikan dengan PSAK NO. 27. Laporan keuangan tidak ke 

etap tapi lebih ke Syari’ah. Karena di etap tidak mengakomodasi ekuitas. 

Koperasi terkait dgn UU pengkoperasian lihat di equitas simpanan 

pokok, simpanan wajib. BMT dibawah departemen koperasi dia akan 

terikat dg koperasi. Asset pembiayaan PSAK syariah, untuk asset pribadi 

lebih ke SAK-Etap.” 

Dari pendapat informan 3 diatas, bahwa BMT merupakan lembaga 

keuangan syari’ah yang memodifikasikan antara PSAK koperasi dan PSAK 

syari’ah. Posisi koperasi sendiri belum mengeluarkan ketentuan atau aturan 

yang secara tegas terkait dengan posisi BMT. Kegiatan dalam menjalankan 



operasionalnya BMT tetap menggunakan acuhan syari’ah. Berbeda dengan 

kegiatan operasionalnya BMT dalam hal laporan keuangannya cenderung 

mengkombinasikan antara PSAK No. 27 dan PSAK No. 101. Salah satu akun 

yang menunjukkan menggunakan PSAK No. 27 yaitu terletak di bagian ekuitas. 

Akun tersebut salah satumya yaitu Simpanan Pokok atau simpanan wajib yang 

letaknya di laporan neraca bagian passiva. Sementara akun yang menunjukkan 

menggunakan PSAK 101 atau yang menunjukkan PSAK syari’ah yaitu akun 

tentang produk pembiayaan maupun simpanan. Salah satu akunnya yaitu 

pembiayaan mudharabah atau murabahah.  

Pernyataan informan P3 tersebut hampir sama dengan pendapat informan 

P4. Pernyataan informan P4 yaitu: 

“Tak sampaikan bahwa BMT itu bentuk Badan hukumnya itu Fleksibel, 

kenapa koperasi karena di Indonesia yang paling sesuai baru koperasi. 

Karena koperasi fleksibel, peraturannya belum ketat dan tidak diawasi 

oleh OJK. Sehingga di PSAK No. 101 sudah dijelaskan bahwa yang 

menggunakan PSAK ini adalah Bank dan lembaga keuangan syari’ah, 

kenapa lebih cocok pakai PSAK No. 101. Tingkat kepatuhan laporan 

keuangan BMT tetap patuh terhadap PSAK No. 101 selama persamaan 

akuntansinya masih Asset=Utang+Dana siyrkah temporer+modal 

patokannya itu.  Namanya standar itu kan kerangkanya, itu 

pengembangan PSAK syariah  yang diterapkan di BMT. Tongkrongannya 

itu PSAK syari’ah isinya menyesuaikan.” 

 



BMT merupakan lembaga keuangan yang sangat sederhana. Kebanyakan 

bahkan hampir semua BMT berbadan hukum koperasi. Badan hukum koperasi 

sebenarnya bersifat fleksibel. BMT beranggapan bahwa badan hukum yang 

sesuai baru koperasi. Koperasi sendiri bersifat fleksibe,  aturannya belum 

terlalu ketat bahkan menghindar atau tidak mau diawasi oleh OJK. Sebenarnya 

BMT mau berbentuk PT, Yayasan itu semua bisa. Karena BMT sendiri 

merupakan konsep yang terdiri dari Baitu Mal dan Baitul Tamwil. Kegiatan 

dalam menjalankan operasionalnya maupun laporan keungannya BMT tetap 

menggunakan PSAK No. 101-111 atau PSAK syari’ah. Sebab didalam PSAK 

tersebut sudah dijelaskan bahwa semua lembaga atau entitas syari’ah harus 

sesuai PSAK tersebut. Hal-hal yang menjadi patokan laporan keuangan yang 

menerapkan prinsip syari’ah yaitu selama persamaan akuntansinya masih 

berdasarkan Asset: Utang+Modal+ Dana syirkah temporer. 

Kerangka yang terdapat di laporan keuangan BMT sendiri masih 

ditemukan adanya akun-akun yang menunjukkan laporan keuangan koperasi. 

Akun tersebut berada di neraca bagian equitas. Standar akuntansi yang ada 

sebenarnya itu cuma kerangkanya, yang menjadi tongkrongan tetap PSAK yang 

berbasis syari’ah yaitu PSAK No. 101-111. Sementara isi dari laporan 

keuangannya menyesuaikan. BMT juga mempunyai standar akuntansi sendiri-

sendiri. Standar akuntansi sendiri bersifat tidak memikat selama tidak ada 

regulasi yang mewajibkan. 



Hal senada juga di ungkapkan oleh informan P5, yang menyatakan 

bahwa: 

“Harusnya yang dijadikan dasar harus syar’iah soalnya BMT merupakan 

lembaga keuangan syari’ah. Selain itu SOP’nya ada dari Kemenkop. 

Koperasi Syari’ah atau BMT harus mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan.  BMT tidak ada yang mengawasi, Dinas koperasi tidak 

mengawasi secara intensif tidak seperti dengan OJK atau BI jadi BMT 

semaunya sendiri. Standar akuntansinya tetap melihat ke PSAK 101 yang 

merupakan PSAK Syari’ah akan tetapi yang baku seperti modal 

disesuaikan dari kemenkop dan dikombinasikan. Solusi yang harus 

dilakukan adalah harus sering komunikasi antara Akademik, BMT, 

praktisi.” 

 

BMT di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus berbasis 

syari’ah, sebab BMT sendiri merupakan salah satu jenis lembaga keuangan 

syari’ah. Koperasi syari’ah atau BMT harus mengikuti aturan yang dibuat oleh 

KEMENKOP. KEMENKOP sendiri sudah menerbitkan SOP terkait dengan 

BMT atau koperasi syari’ah. PSAK yang terkait dengan kegiatan operasional 

BMT adalah PSAK Syari’ah 101-111. Sebab produk dan akad yang 

didigunakan dalam kegiatan operasionalnya berbasis syari’ah. Selain dari 

kegiatan operasionalnya, kita juga harus melihat tingkat kepatuhan laporan 

Keuangan. 

Standar akuntansi yang digunakan BMT tetap mengacu pada PSAK No. 

101 yang mengatur laporan keuangan perusahaan atau entitas syari’ah. 



Sementara KEMENKOP sendiri mempunyai standar berupa aturan yang harus 

di taati oleh BMT. Akun-akun yang merupakan aturan dari KEMENKOP harus 

disesuaikan atau dikombinasikan dengan PSAK Syari’ah. Misalnya, akun yang 

terdapat di neraca bagian equitas yaitu adanya akun simpanan pokok dan 

simpanan wajib. Kelengkapan laporan keuangan di setiap BMT berbeda-beda. 

Hal tersebut dikarenakan kurangnya monitoring yang intensif dari 

KEMENKOP. 

 

 

Tabel 4.2 

Tingkat Kepatuahan Laporan Keuangan Baitul Mal Wa Tamwil terhadap 

PSAK Menurut Pakar 

 

Pernyataan P1 P2 P3 P4 P5 Jml 

Sesuai dengan PSAK   v v v 3 

Tidak Sesuai dengan PSAK v v    2 

Jumlah 1 1 1 1 1 5 

 

Tabel 4.3 

Solusi Baitul Mal Wa Tamwil agar Laporan Keuangan tetap Patuh 

terhadap Standar Akuntansi Keuangan 

 

Solusi P1 P2 P3 P4 P5 JML 

Harus ada aturan yang ketat v v  v  3 

Monitoring intensif dari Dinas 

Koperasi 

v v v v v 5 



Solusi P1 P2 P3 P4 P5 JML 

Komunikasi antara Akademisi, 

BMT dan Praktisi 

  v  v 2 

Jumlah 2 2 2 2 2 10 

 

B. Penerapan PSAK terhadap Peta kecenderungan BMT dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya Menurut Pihak BMT 

Pada penelitian pihak BMT yang berhasil diwawancarai adalah 4 orang 

sebagai informan, terdiri dari staf akuntansi BMT Beringharjo, BMT Agawe 

Makmur, BMT Bina Ummah dan BMT Gemi. Informasi lengkap mengenai 

pihak BMT yang dijadikan sebagai informan bisa dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 4.4 

Daftar Informan 

No. Nama Usia 
Pendidikan 

Terakhir 
BMT Jabatan 

Lama 

(Thn) 

1 FAS  30 S1 Beringharjo Staff 

Accounting 

2 

2 EP 31 SMK Agawe 

Makmur 

Staff 

Accounting 

10 

3 AY 38 S1 Bina 

Ummah 

Manajer 14 

4 S 33 S1 GEMI Manajer 9 

Keterangan: Nama subyek penelitian diatas sengaja dibuat inisial karena pihak yang 

terkait tidak berkenan dicantumkan namanya didalam penelitian ini. 

 

1. BMT Beringharjo 



BMT Beringharjo merupakan lembaga keuangan syari’ah yang 

berbentuk KSPPS ( koperasi simpan pinjam pembiayaan syari’ah). 

Kegiatan dalam menjalankan operasionalnya BMT Beringharjo tetap 

berpegang pada prinsip syari’ah, yaitu menjalankan kegiatan yang 

mengacu pada Al-qur’an dan Al-Hadist yang tidak menerapkan sistem 

bunga melainkan bagi hasil.  Menurut salah satu staf BMT yang dijadikan 

informan B1 mengatakan: 

“Bentuk koperasi beringharjo adalah KSPPS (Koperasi simpan pinjam 

pembiayaan syari’ah). BMT beringharjo dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya tetap menerapkan prinsip syari’ah sebab ada akad-akad 

mengenai produk-produk syariah.” 

 

Dari keterangan informan diatas, BMT menjalankan kegiatan 

operasional secara syari’ah, sebab akad yang digunakan dan produk yang 

ditawarkan bersifat syari’ah. Produk-produk yang di tawarkan BMT 

Beringharjo antara lain Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah baik 

dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Produk tersebut merupakan 

produk syari’ah yang sudah diatur didalam PSAK tentang syari’ah. PSAK 

syari’ah sendiri juga mengatur tentang laporan keuangan lembaga atau 

entitas syari’ah. 

Laporan keuangan merupakan gambaran baik-buruknya suatu entitas 

atau perusahaan mengenai catatan informasi keuangan pada suatu periode 



akuntansi. Pencatatan atau pelaporan laporan keungan harus ada standar 

yang diterapkan. Menurut informan BMT Beringharjo mengatakan bahwa: 

“Tingkat kepatuhan laporan keuangan BMT Beringharjo sudah sesuai 

PSAK soalnya sudah diaudit. Yang menilai laporan keuangan adalah audit 

eksternal. Format laporan keuangan dari dinas koperasi, akan tetapi dinas 

koperasi juga memberi kebebasan yang penting ada akun modal. 

Formatnya dari BMT sendiri-sendiri tetapi ada yang menjelaskan tentang 

item-item mengenai akun-akun tertentu. Kelengkapan laporan keuangan 

yang wajib, neraca, laporan Laba rugi dan laporan arus kas. Yang penting 

cuma itu, yang penting buat eksternal itu aja laporan yang lain Cuma buat 

pendukung saja. Dasar akrual yang dipakai akrual basis Setiap transaksi 

harus segera dicatat sebab kalau gak langsung dicatat takut ada unsur 

gharar. Tingkat ketepatan waktu dikatakan tepat.” 

 

Dari keterangan informan tersebut dijelaskan bahwa laporan keungan 

BMT Beringharjo sudah mematuhi PSAK No. 101. Laporan keuangan 

yang di publikasikan sudah di audit oleh auditor eksternal. Auditor sendiri 

menerapkan standar akuntansi SAK-ETAP, yaitu standar akuntansi yang 

digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas 

publik sendiri merupakan entitas yang menerbitkan laporan keuangan 

untuk tujuan umum dan eksternal. Laporan keuangan yang dibuat harus 

sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

Format laporan keuangan BMT Beringharjo sudah ditentukan oleh 

Dinas Koperasi. Akan tetapi Dinas Koperasi juga memberikan kebebasan 

terkait format laporan keuangan BMT. Format laporan keuangan BMT 



Beringharjo yang tercantum di laporan keuangan  akhir tahun sudah 

mematuhi PSAK No. 101. Akun-akun yang terdapat dilaporan keungannya 

merupakan kombinasi dari laporan keungan koperasi, laporan keuangan 

PSAK syari’ah. Akun yang menunjukkan bahwa itu akun laporan 

keuangan koperasi adalah dibagian  ekuitas. Ekuitas sendiri di laporan 

keuangan  BMT ditulis Modal disetor yang terdiri dari Simpanan Pokok, 

simpanan Wajib dan Simpanan sukarela. Ketiga akun itu harus ada 

dilaporan keungan BMT Beringharjo. Selain formatnya kita juga harus 

melihat kelengkapan laporan keuangan BMT Beringharjo. 

Laporan keuangan BMT Beringharjo terdiri dari tiga jenis, yaitu 

neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Neraca merupakan jenis 

laporan keuangan yang menggambarkan tentang posisi keuangan suatu 

entitas atau perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Neraca merupakan 

laporan yang didalamnya terdapat dua pos yaitu Aktiva dan Passiva. Aktiva 

sendiri didalamnya terdapat unsur aset sedangkan passiva terdapat unsur 

kewajiban dan modal. Laporan keuangan selanjutnya adalah laporan laba 

rugi. Laporan laba rugi sendiri merupakan laporan keuangan yang 

menunjukkan hasil laba atau ruginya suatu entitas atau perusahaan dalam 

satu periode akuntansi. Unsur dari laporan laba rugi yaitu  adanya akun-

akun yang menunjukkan pendapatan dan beban. Laba atau ruginya 

perusahaan atau entitas ditunjukkan dari pendapatan yang didapat 

dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Jenis laporan keuangan yang 



terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan 

keuangan yang  menunjukkan informasi aliran masuk atau keluarnya kas 

dalam periode akuntansi. Masuk atau keluarnya kas di pengaruhi oleh 

kegiatan operasional, kegiatan investasi dan kegiatan keuangan. 

BMT Beringharjo merupakan lembaga keuangan syari’ah yang 

menerapkan asumsi dasar akrual. Asumsi dasar akrual sendiri merupakan 

asumsi dasar yang bahwa setiap transaksi dan peristiwa yang terjadi harus 

diakui pada saat itu juga. BMT Beringharjo mencatat secara langsung pada 

saat dilakukan transaksi. Pencatatan secara langsung yang dilakukan BMT 

dapat meminimalisir resiko yang kemungkinan timbul. Selain itu akan 

lebih mudah dan cepat dalam merekap transaksi yang nantinya akan 

dijadikan sebagai laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang dapat 

mempengaruhi penggunanya. Ketepatan waktu bagi pemakai akan sangat 

penting. Laporan keuangan yang tepat waktu akan lebih bermanfaat. 

Laporan keuangan BMT Beringharjo dilaporkan pada setiap akhir tahun 

periode akuntansi. Batas waktu penyampaian laporan keungan BMT 

Beringharjo dari tanggal 31 Desember sampai 7 Januari. Dilihat dari batas 

waktu tersebut penyampaian lamporan keuangan BMT Beringharjo 

dikatakan tepat waktu. 

2. BMT GEMI (Gerakan Kaum Ibu) 



BMT GEMI (Gerakan Kaum Ibu) merupakan salah satu lembaga 

keuangan syari’ah yang berada di Kota Gede Yogyakarta. Lembaga 

keuangan syari’ah tersebut berbadan hukum koperasi. Bentuk BMT GEMI 

sendiri adalah KSU (Koperasi Serba Usaha). Informan B2 dari BMT GEMI 

mengatakan: 

“BMT GEMI merupakan berbadan hukum koperasi. Untuk 

menjalankan kegiatan operasionalnya memegang prinsip syari’ah. 

Walaupun BMT GEMI berbentuk KSU tapi cara menjalankan 

kegiatan operasionalnya tetap syari’ah. akun-akunnya di laporan 

keuangannya harus masuk syari’ah.” 

Kegiatan dalam menjalankan operasionalnya BMT GEMI menerapkan 

prinsip syari’ah. Dapat dilihat dari produk-produk yang ditawarkan berupa 

simpanan maupun  pembiayaan yang akad-akadnya menggunakan prinsip 

syari’ah. Simpanan atau pembiayaan yang berprinsip syari’ah diatur dalam 

PSAK No. 101. PSAK tersebut menjelaskan tentang semua  yang berkaitan 

dengan entitas syari’ah. Pernyataan yang tertera diatas dapat disimpulkan 

bahwa standar yang digunakan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya adalah PSAK No. 101 atau PSAK Syari’ah. Salah satu 

PSAK Syari’ah terdapat aturan mengenai pelaporan keuangan lembaga 

atau entitas syari’ah. Setiap entitas syari’ah harus menyajikan laporan 

keuangan yang sesuai.  

Laporan keuangan merupakan gambaran mengenai keuangan suatu 

perusahaan atau entitas dalam satu periode akuntansi. Hal-hal yang 



dilakukan dalam pelaporan keuangan harus berdasarkan standar akuntansi 

yang telah ditetapkan. BMT biasanya mempunya standar sendiri-sendiri 

dalam pencatatannya. Menurut informan B2 yang diwawancarai 

mengatakan bahwa: 

“Setiap tahun BMT GEMI melakukan RAT dan di laporkan Dinas 

koperasi. Standar akuntansi sesuai dengan ketentuan dari Dinas 

koperasi, karena dalam menyajikannya harus sesuai seperti ini 

walaupun ada syari’ahnya meskipun ada akad-akad apa kita 

sesuaikan kemudian mereka mengkoreksi laporan keuangan tersebut. 

Laporan keuangan BMT masih belum menggunakan PSAK Syari’ah 

secara murni. Kebetulannya dengan Dinasnya dia mintanya laporan 

seperti apa. Kalau kita pakai 101 itu, Dinasnya bilang secara badan 

hukum belum bisa menggunakan itu secara murni. Format laporan 

keuangan kombinasi antara PSAK syari’ah dan PSAK koperasi.  

Yang diminta Dinas hanya neraca sama SHU. BMT memberikan 

laporan keuangan, lalu mereka ada penilaian kesehatan. Laporan 

keuangan BMT belum diaudit. Dalam pencatatan asumsi dasar yang 

dipakai dasar akrual, mencatat secara langsung setiap transaksi. 

Ketepatan waktu penyampaian waktu 31 Des sampai 7 Jan. Dari 

dinas memberikan waktu sampai Maret.” 

 

Dari pernyataan informan diatas bahwa, laporan keuangan BMT 

GEMI sudah mematuhi PSAK syari’ah. Dikatakan mematuhi PSAK 

syari’ah sebab produk dari BMT GEMI merupakan bersifat syari’ah yang 

dilihat dari akad-akadnya. Laporan keuangan BMT GEMI belum diaudit 

oleh auditor eksternal. BMT GEMI baru melakukan audit untuk laporan 



keuangan 2016. Pembuatan laporan keuangan harus memperhatikan dalam 

setiap formatnya. 

Format laporan keuangan BMT GEMI sudah ditentukan oleh Dinas 

Koperasi. Akan tetapi setiap BMT diberikan kebebasan terkait dengan 

format laporan keuangan. Dilihat dari format laporan keuangannya, akun-

akun yang terdapat dilaporan keuangan merupakan kombinasi dari Laporan 

keuangan syari’ah, Laporan keuangan koperasi. Akun yang menunjukan 

syari’ah terdiri dari produknya sesuai prinsip syari’ah. Kemudian akun 

yang menunjukkan laporan koperasi adalah dari sisi equitas yang terdapat 

akun simpanan pokok dan simpanan wajib BMT tersebut. 

Laporan keuangan BMT GEMI terdiri dari dua jenis yaitu, neraca 

dan laporan laba rugi. Neraca merupakan laporan keuangan yang 

menunjukkan posisi keuangan dari entitas syari’ah tersebut. Neraca 

merupakan laporan yang didalmnya terdapat dua pos yaitu, Pos Aktiva dan 

Pos Passiva. Pos aktiva didalamnya terdapat akun-akun yang menunjukkan 

aset. Sementara di pos passiva terdapat akun-akun yang menunjukkan 

ekuitas dan kewajiban. Sedangkan laporan laba rugi merupakan laporan 

keuangan yang menunjukkan laba atau ruginya suatu perusahaan atau 

entitas dalam satu periode akuntansi. Laporan laba rugi sendiri terdiri dari 

akun-akun yang menunjukkan pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan atau entitas. 



BMT GEMI (Gerakan Kaum Ibu) merupakan lembaga keuangan 

syari’ah yang dalam pencatatan akuntansinya menggunakan dasar akrual. 

Pencatatan dilakukan pada saat transaksi dilakukan dan pada saat itu harus 

segera dicatat. Penggunaan asumsi dasar akrual yang kemungkinan terjadi. 

Pencatatan secara langsung akan lebih cepat dalam perekapan data untuk 

pembuatan laporan keuangan. 

Laporan keuangan mempunyai manfaat yang besar apabila 

dilaporkan secara tepat waktu. Semakin tepat waktu para pengguna laporan 

keuangan sendiri akan lebih cepat dalam menganalisa dalam membuat 

keputusan. Penyampaian laporan keuangan BMT GEMI adalah 31 

Desember sampai 7 Januari. Dengan batas waktu tersebut penyampaian 

laporan keuangan BMT GEMI dapat dikatakan tepat waktu. 

3. BMT Agawe Makmur 

BMT Agawe Makmur merupakan salah salu lembaga keuangan 

syari’ah yang ada di Kota Sleman. Lembaga keuangan tersebut bergerak 

dibidang penyimpanan dan penyaluran dana. BMT Agawe Makmur 

berbentuk KSU (Koperasi Serba Usaha) yang kegiatannya melakukan 

simapan pinjam dan lainnya. Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada 

pihak BMT, Informan B3 mengatakan: 

“BMT Agawe Makmur berbadan hukum koperasi. Bentuk BMT 

Agawe Makmur KSU. Sebenarnya sama koperasi tapi menerapkan 

dari segi simpanan dan pembiayaannya syari’ah dan akad-akadnya 



tetap menggunakan syari’ah. Cara menjalankan kegiatan 

operasionalnya tetap berdasarkan asas-asas syari’ah.” 

 

Menurut keterangan informan diatas ,bahwa BMT Agawe Makmur 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip 

syari’ah. Dapat dilihat dari segi produk simpanan dan pembiayaan yang 

cenederung menggunakan asas syari’ah serta akad yang digunakannya juga 

menggunakan syari’ah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan produk atau 

laporan keuangan syari’ah diatur dalam PSAK No. 101. Jadi, berdasarkan 

keterangan dari informan diatas BMT Agawe Makmur lebih cenderung 

menggunakan PSAK Syari’ah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Selain kegiatan operasionalnya kita juga harus melihat kepatuhan laporan 

keuangan BMT Agawe Makmur terhadap standar akuntansi yang 

diterapkan. 

Laporan keuangan merupakan proses dari pelaporan keuangan yang 

di buat oleh suatu perusahaan atau entitas. Gambaran tentang baik-

buruknnya suatu perusahaan atau entitas biasanya terlihat dari laporan 

keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi berupa kuantitatif 

tentang posisi keuangan yang terjadi dalam satu periode akuntansi. 

Pencatatan yang dilakukan BMT Agawe Makmur mempunyai standar 

sendiri. Informan B3 yang dijadikan narasumber mengatakan bahwa: 

“Cara menjalankan kegiatan operasionalnya tetap berdasarkan 

asas-asas syari’ah. Laporan keuangan merupakan perpaduan antara 



PSAK syari’ah dan PSAK Koperasi. Laporan Keuangan belum 

diaudit. Laporan keuangan yang disajikan itu neraca, laporan laba 

rugi dan laporan arus kas. Yang dianggap penting Cuma tiga 

laporan keuangan itu aja.  Penerbitan laporan keuangan sesuai 

tanggal yang telah ditentukan. Asumsi dasar yang dipakai adalah 

asumsi dasar akrual setiap proses pencatatannya langsung dicatat.” 

 

Dari pernyataan informan diatas bahwa, format laporan keuangan 

BMT Agawe Makmur tetap menggunakan PSAK yang mengatur tentang 

laporan keuangan syari’ah. Akan tetapi didalam penulisan akunnya, 

terdapat akun yang menunjukkan bahwa itu akun yang menunjukkan 

laporan keuangan koperasi. Akun yang menunjukkan bahwa itu laporan 

keuangan koperasi yang sesuai PSAK NO. 27 adalah terletak diakun modal 

terdapat akun simpanan pokok dan simpanan wajib. Akun yang 

menunjukkan produk syari’ah tetap menggunakan PSAK No. 101 tentang 

laporan keuangan syari’ah.  

Laporan keuangan BMT Agawe Makmur terdiri dari tiga jenis 

laporan keuangan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan 

arus kas. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan 

suatu perusahaan atau entitas dalam satu periode akuntansi. Neraca 

merupakan laporan keuangan yang didalamnya terdapat dua pos yaitu pos 

aktiva dan pos passiva. Pos aktiva sendiri menunjukkan asset yang ada 

didalam perusahaan. Sedangkan pos passiva menunjukkan modal dan 



kewajiban. Laporan kedua yang di buat adalah laporan laba rugi. Laporan 

laba rugi merupakan laporan keuangan yang menunjukkan laba atau 

ruginya suatu perusahaan atau entitas syari’ah dalam satu periode 

akuntansi. Akun yang terdapat di laporan laba rugi yaitu pendapatan dan 

biaya. Penghitungan laporan laba rugi sendiri yaitu pendapat dikurang 

biaya, sehingga dari perhitungan tersebut kita akan mengetahui laba atau 

rugi suatu perusahaan atau entitas. Laporan arus kas merupakan laporan 

keuangan yang  menunjukkan informasi aliran masuk atau keluarnya kas 

dalam periode akuntansi. Masuk atau keluarnya kas di pengaruhi oleh 

kegiatan operasional, kegiatan investasi dan kegiatan keuangan. 

Setiap transaksi yang dilakukan BMT Agawe Makmur langsung 

dilakukan proses pencatatan. BMT Agawe Makmur dalam proses 

pencatatannya menggunakan dasar akrual. Penggunaan dasar akrual dalam 

proses pencatatan akan mengurangi resiko yang kemungkinan timbul. 

Selain itu akan lebih mudah dan cepat dalam merekap data guna 

pembuatan laporan keuangan. Proses didalam pencatatan terkait dengan 

aktivitas BMT dalam simpanan, pembiayaan atau yang lainnya. 

Laporan keuangan BMT Agawe Makmur di sampaikan atau 

dilaporkan pada akhir tahun setiap tanggal 31 Desember. Penyampaian 

laporan keuangan yang tepat waktu akan memudahkan pengguna laporan 

keuangan dalam mengambil keputusan. Selain itu penyampaian laporan 



keuangan yang tepat waktu tidak akan kehilangan kemampuannya dalam 

mempengaruhi pengembalian keputusan. 

4. BMT Bina Ummah 

Baitul Mal Wa Tamwil Bina Ummah merupakan lembaga keuangan 

yang bergerak berdasarkan syari’ah Islam yang bergerak dalam upaya 

pemberdayaan ummat. Perlu diketahui lebih jauh mengenai kegiatan BMT 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pihak Informan B4 

mengatakan bahwa: 

“Bentuk BMT Bina Ummah adalah KSUS (Koperasi Serba Usaha 

Syari’ah). Kita dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tetap 

memakai syari’ah. Produk dan akad yang kita pakai yaitu berbasis 

syari’ah.” 

 

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa, BMT Bina Ummah 

berbadan hukum koperasi yang bentuknya  KSUS (Koperasi Serba Usaha 

Syari’ah). KSU sendiri merupakan koperasi terdiri dari bermacam-macam 

usaha, misalnya usaha simpan pinjam, dll. Kegiatan dalam menjalankan 

operasionalnya BMT Bina Ummah menerapkan prinsip syari’ah. Produk 

dan akad yang digunakan dalam proses transaksi yaitu berdasarkan 

ketentuan Syari’ah. Akad yang digunakan dalam melakukan transaksi 

harus berdasarkan kesepakatan. Sedangkan produk BMT Bina Ummah 

merupakan produk yang sudah diatur dalam PSAK Syari’ah yaitu PSAK 

No. 101. Jadi, BMT Bina Ummah dalam menjalankan kegiatan 



operasionalnya tetap menerapkan prinsip syari’ah dan sesuai dengan PSAK 

No. 101. Selain melihat kegiatan operasionalnya, yang perlu dilihat lainnya 

adalah kepatuahan laporan keuangan terhadap PSAK. 

Laporan keuangan merupakan laporan yang menyangkut mengenai 

posisi keuangan dari suatu entitas dalam satu periode akuntansi. 

Berdasarkan salah satu tujuannya, laporan keuangan memberikan informasi 

yang bermanfaat kepada pengambil keputusan. Informan B4 menyatakan 

bahwa: 

“Laporan keuangan tetap patuh terhadap PSAK No. 101 akan  tetapi 

secara otomatis juga dikombinasikan dengan PSAK Koperasi. Dari 

sisi akun sama dalam pencatatan setiap tahunnya. Pembiayaan yang 

kita pakai murabahah, ijarah dan qard dan pencatatannya 

merupakan menyesuaiakan kebutuhannya. Dinas Koperasi 

mewajibkan adanya akun simpanan pokok dan simpanan wajib yang 

ada di  neraca bagian equitas. Laporan keuangan sudah kita audit 

dan auditor tidak mempersalahkan laporan keuangan itu. Dan tidak 

mempersalahkan terkait sistem dan laporan keuangan. Laporan yang 

kami buat neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Laporan 

yang kami buat sesuai dengan kebutuhan kita, kami menganggap 3 

laporan keuangan sudah informatif. Dasar akrual yang kita pakai itu 

dasar akrual, jadi setiap transaksi yang terjadi langsung kita catat. 

Penyampaian waktu laporan keuangan 31 Desember batas 

maksimalnya tanggal 5 kalau ada hal-hal, tapi kita membiasakan 

tepat waktu.” 

 



Berdasarkan pernyataan diatas, laporan keuangan tetap patuh atau 

sesuai dengan PSAK No. 101. Dilihat dari produknya, BMT Bina Ummah 

merupakan lembaga keuangan syari’ah. Lapran keungan yang di 

publikasikan oleh BMT Bina Ummah merupakan laporan keuangan yang 

sudah diaudit oleh auditor eksternal. Auditor sendiri tidak 

mempermasalahkan laporan keuangan yang dibuat Bina Ummah sehingga 

laporan keuangan tersebut lebih berkualitas. 

Format laporan keuangan  BMT Bina Ummah sudah sesuai dengan 

PSAK No. 101. Akan tetapi didalam pencatatan akunnya dikombinasikan 

dengan PSAK No. 27 tentang koperasi. Dinas Koperasi mewajibkan 

adanya akun simpanan pokok dan simpanan wajib di ekuitas. Ekuitas 

sendiri terletak dipos passiva laporan neraca. Jadi dari penjelasan tersebut 

bahwa format laporan keuangan  BMT Bina Ummah tetap mengacu pada 

PSAK No. 101 akan tetapi disesuaikan atau dimasukkan akun-akun yang 

menunjukkan laporan keuangan koperasi. 

Laporan Keuangan BMT Bina Ummah terdiri dari tiga jenis yaitu 

neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Neraca merupakan jenis 

laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas dalam 

satu periode akuntansi. Sedangkan laporan laba rugi menunjukkan laba 

atau ruginya suatu perusahaan dalam periode akuntansi. Laba atau rugi’nya 

suatu entitas dilihat dari besarnya pendapatan dikurangi dengan biaya yang 

dikeluarkan. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan masuk 



atau keluarnya kas. Masuk atau keluarnya kas di pengaruhi oleh kegiatan 

operasional, kegiatan investasi dan kegiatan keuangan. Laporan keuangan 

diatas dibuat berdasarkan kebutuhan BMT Bina Ummah. 

BMT Bina Ummah dalam melakukan pencatatan transaksi 

menggunakan asumsi dasar akrual. pengaruh transaksi dan peristiwa lain 

diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas diterima atau dibayar) 

dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporkan 

keuangan pada periode yang bersangkutan. 

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu 

meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu 

pengambilan keputusan. Laporan keuangan BMT Bina Ummah 

disampaikan pada tanggal 31 Desember. Jika ada hal-hal yang tidak 

memungkinkan di undur sampai tanggl 5 Januari. BMT Bina Ummah 

sendiri beruapaya tepat waktu didalam penyampaian laporan keuangan. 

A. Evaluasi Laporan Keuangan BMT 

Sub bab ini akan membahas tentang analisis laporan keuangan BMT  

terkait dengan format laporan keuangan, kelengkapan laporan keuangan, dan 

asumsi dasar di empat BMT. Seperti telah disebutkan diatas laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, maka laporan harus dibuat 

relevan dan andal sehingga akan bermanfaat bagi penggunanya. 



Baitul Mal Wa Tamwil  merupakan lembaga keuangan syari’ah yang 

berbadan hukum koperasi. Proses pencatatan akuntansi BMT bisa mengacu 

pada PSAK No.27 tentang koperasi atau PSAK No. 101 tentang lembaga 

keuangan syari’ah. PSAK No. 27 mempunyai perbedaan dengan PSAK No. 

101 pada akun, format maupun jumlah laporan keuangan.  

1. Kelengkapan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang dibuat BMT rata-rata terdiri dua sampai tiga 

jenis laporan keuangan. Laporan keuangan BMT Beringharjo terdiri dari 

tiga jenis, yaitu neraca, laporan hasil usaha, laporan arus kas. Jenis laporan 

keuangan yang dibuat BMT Beringharjo bisa dikatakan hanya yang pokok 

saja. Tidak hanya BMT Beringharjo, BMT Bina Ummah, BMT Agawe 

Makmur dan BMT GEMI juga membuat jenis laporan keuangan yang sama 

bahkan ada yang membuat hanya dua jenis laporan keuangan.  

 BMT Bina Ummah dan BMT Agawe Makmur membuat jenis laporan 

keuangan yang sama dengan BMT Beringharjo. Laporan keuangan yang 

dibuat terdiri dari neraca, laporan hasil usaha dan laporan arus kas. 

Sedangkan BMT GEMI berbeda dengan yang lainnya, BMT GEMI hanya 

membuat dua jenis laporan keuangan yaitu neraca dan laporan hasil usaha.  

 Menurut PSAK No. 27 Laporan keuangan koperasi terdiri dari lima 

jenis laporan keuangan yaitu neraca, laporan hasil usaha, laporan arus kas, 

laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. 

Sedangkan menurut PSAK No. 101 tentang laporan keuangan lembaga 



keuangan syari’ah terdiri dari  tujuh jenis laporan keuangan. Laporan 

keuangan koperasi dan laporan keuangan lembaga keuangan syari’ah 

mempunyai kesamaan jenis laporan keuangan yaitu neraca dan laporan 

arus kas. Sedangkan untuk laporan keuangan yang menginformasikan laba 

atau ruginya perusahaan mempunyai perbedaan dalam istilah, PSAK No. 

27 menyebutnya laporan hasil usaha sedangkan PSAK No. 101 

menyebutnya laporan laba rugi. Sebenarnya laporan keuangan tersebut 

sama hanya saja berbeda istilah. Sehingga berdasarkan hasil pengamatan di 

atas bahwa laporan keuangan yang dibuat BMT tersebut sudah mematuhi 

PSAK akan tetapi hanya bersifat mewakili saja. 

2. Format Laporan Keuangan 

Format laporan keuangan terdiri dari pos atau akun-akun didalamnya. 

Berdasarkan laporan keuangan yang dibuat BMT, format laporan keuangan 

bisa mengacu pada PSAK No.27 tentang koperasi dan PSAK No. 101 

tentang lembaga keuangan syari’ah. BMT Beringharjo dan BMT Bina 

Ummah dalam format laporan keuangan yang dibuat masih terdapat akun-

akun yang merupakan kombinasi antara PSAK No. 101 dan PSAK No. 27 

yang ditunjukkan di neraca.  

Neraca terdiri dari dua pos, yaitu pos aktiva dan pos pasiva. Pos aktiva 

terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Akun-akun yang terdapat  di pos 

aktiva menunjukkan akun yang mengacu pada PSAK No. 101. Akun 

tersebut diantaranya piutang Murabahah, piutang Ijarah, piutang 



Musyarakah dan Al Qard. Pasiva dalam neraca BMT Beringharjo dan Bina 

Ummah  terdiri dari kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuitas. 

Kewajiban kedua BMT tersebut merupakan kewajiban-kewajiban BMT 

kepada nasabah dan kewajiban pada lembaga keuangan lainnya. Sedangkan 

dibagian ekuitas digambarkan dalam dana syirkah temporer dan modal. 

Ekuitas BMT Beringharjo dan  BMT Bina Ummah berasal dari modal 

disetor dan sendiri yang merupakan ciri dari lembaga keuangan syari’ah. 

Akan tetapi didalam pos ekuitas juga terdapat akun simpanan wajib dan 

simpanan pokok yang merupakan ciri dari lembaga koperasi.  

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa format laporan keuangan BMT 

Beringharjo dan BMT Bina Ummah terdapat perpaduan atau kombinasi 

antara akun dari laporan keuangan koperasi dan akun laporan keuangan 

syari’ah. Terkait dengan persamaan akuntansi yang dipakai BMT 

Beringharjo dan Bina Ummah adalah Aset = Kewajiban + Investasi Tidak 

Terikat + Ekuitas. Persamaan akuntansi tersebut merupakan cirri dari 

lembaga keuangan syari’ah. Sehingga laporan keuangan BMT Beringharjo 

dan BMT Bina Ummah sesuai dengan PSAK No. 101 yang mengatur 

tentang laporan keuangan entitas syari’ah. 

Berbeda dengan BMT Beringharjo dan Bina Ummah, BMT Agawe 

Makmur dan BMT GEMI lebih mengacu pada PSAK No. 27 tentang 

koperasi. Sebab didalam neraca tidak terdapat akun investasi tidak terikat 



atau dana syirkah temporer yang merupakan ciri dari persamaan neraca 

lembaga keuangan syari’ah. Selain itu, pos kewajiban juga dikelompokkan 

antara kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan disisi 

ekuitas terdapat akun simpanan wajib dan simpanan pokok yang 

merupakan ciri dari lembaga koperasi.  

Format laporan keuangan BMT Agawe Makmur dan BMT GEMI, 

merupakan perpaduan antara laporan keuangan koperasi dan laporan 

keuangan lembaga syari’ah. Salah satu akun yang merupakan ciri dari 

lembaga keuangan syari’ah yaitu bagi hasil. Bagi hasil merupakan salah 

satu pendapatan dari BMT Agawe Makmur dan BMT GEMI yang dicatat 

di laporan sisa hasil usaha. Sedangkan Persamaan akuntansi laporan 

keuangan BMT Agawe Makmur lebih mengacu pada PSAK No. 27, yaitu 

Aktiva= Kewajiban dan Ekuitas.  

3. Asumsi Dasar  

Baitul Mal Wa Tamwil merupakan lembaga keuangan yang berprinsip 

syari’ah. BMT Beringharjo, BMT Bina Ummah, BMT Agawe Makmur 

dan BMT GEMI dalam pencatatan akuntansinya menerapkan asumsi dasar 

akrual. Asumsi dasar akrual sendiri merupakan asumsi dasar yang bahwa 

setiap transaksi dan peristiwa yang terjadi harus diakui pada saat itu juga. 

Keempat BMT tersebut mencatat secara langsung pada saat dilakukan 

transaksi.  



Pencatatan secara langsung yang dilakukan BMT dapat meminimalisir 

resiko yang kemungkinan timbul. Selain itu akan lebih mudah dan cepat 

dalam merekap transaksi yang nantinya akan dijadikan sebagai laporan 

keuangan. Terdapat akun yang menunjukkan bahwa BMT tersebut 

menggunakan dasar akrual adalah biaya dibayar dimuka. Akun tersebut 

menjelaskan bahwa transaksi yang di lakukan dan mengeluarkan uang 

langsung dicatat. Selain akun tersebut, terdapat pula akun yang 

menunjukkan bahwa BMT tersebut menggunakan asumsi dasar akrual 

yaitu piutang. Piutang merupakan penjualan atau pendapatan yang belum 

diterima uangnya. Akun tersebut mengidikasikan bahwa BMT melakukan 

penjualan atau mendapat pendapatan tetapi belum menerima uangnya. 

Transaksi tersebut langsung dicatat BMT meskipun belum menerima kas. 

4. Lain-lain 

Pada sub bab ini menjelaskan hal-hal yang salah atau tidak sesuai 

dengan format. Penulisan judul laporan keuangan BMT Beringharjo yang 

terdiri dari neraca, laporan hasil usaha dan laporan arus kas terjadi 

kesalahan. Judul laporan keuangan yang dibuat terjadi kesalahan, harusnya 

yang paling atas nama BMT kemudian dibawahnya jenis laporan keuangan 

baru diikuti periode laporan keuangan. Selain judul laporan keuangan 

penyajian laporan keuangan juga salah. Seharusnya tahun yang sekarang 

harus disebelah kiri dan tahun sebelumnya ditaruh di sebelah kanan. Tidak 



hanya BMT Beringharjo, BMT Bina Ummah, BMT Agawe Makmur dan 

BMT GEMI juga mengalami kesalahan yang sama. 

Judul neraca laporan keuangan BMT Bina Ummah seharusnya “Per 

31 Desember” tidak “periode 31 Desember”. Sedangkan laporan hasil 

usaha dan laporan arus kas tidak diberi judul hanya ditulis nama jenis 

laporan keuangan dan ditulis periodenya saja. Sedangkan judul laporan 

keuangan BMT Agawe Makmur dan BMT GEMI sama sekali tidak sama 

dengan format judul laporan keuangan yang sesuai standar. 

Tabel 4.5 

Tingkat Kepatuahan Laporan Keuangan Baitul Mal Wa Tamwil 

terhadap PSAK No. 27 dan PSAK No. 101 

 

Hasil B AM BU G JML 

Sesuai dengan PSAK No. 27  v  v 2 

Sesuai dengan PSAK No. 101 v  v  2 

Jumlah 1 1 1 1 4 

 

Keterangan: 

A. B = Beringharjo 

B. AM = Agawe Makmur 

C. BU = Bina Ummah 

D. G = Gemi 

 




